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PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan
Dacrah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016
lentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
sehagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
{abupaicn Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 lentang
Pembentukan dan Susunan  Perangkat Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerzah;

bahwa dalar rangka pelaksanaan kebijakan
penyederhanaan  birokrasi  di lingkungan  instansi
pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi,
tata kerja dan fungsi perangkal daerah di lingkungan
Pemerintah Dacrah Kabupaten Tasikmalaya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Dacrah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomer 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tehun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 2851);



He

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2014 Nomeor 244, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 lentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negatra
Republik Indoncsia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019
tentang Pcdoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat
Daerah Provinsi dan Kabupatlen/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
lentang  Klasifikasi, Kodelikasi, dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Pendayagunann Aparatur Negara dan
Reformasi  Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penvederhanaan Birokrasi (Berita Negara
Tahun 2021 Nomor 516);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708
Tahun 2020 tenlang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemmutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanasn Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Dacrah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum
Dacrah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2016 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten  Tasikmalaya
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016
Nomor 3);



10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah  (Lembaran Daerah  Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tcntang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7
Tahun 2016 lentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Dacrah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENTANG KEDUDUKAN,

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT
DAERAH.

BAEB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

5
2.
3.

EJI

L

10.

Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.

Daerah adalah dacrah Kabupaten Tasikmalaya.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pclaksanaan urusan pemerinlahan
yvang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Perangkat Dacrah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan scbagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah.

Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Unit Peluksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur
pelaksana teknis pada Dinas dan Badan yang melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Kelompok Jabatun Fungsional adalah jabatan pcgawai negeri sipil yang
melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan
pada keahlian dan/atau keterampilan tertenfu yang bersifat mandiri,



BAE II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
PERANGEKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah

Paragrafl 1
Kedudukan

Pasal 2

(1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.

(2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin olch
Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 2

(1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas:
a. Sekretaris Daerah;
h. Asisten Pemerintahan dan Kescjahteraan Rakyat, terdiri atas:
1. Bagian Tata Pemerintahan, terdin atas:
a) Subbagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah;
b) Subbagian Pertanahan; dan
c¢) Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bagian Kcscjahteraan Rakyat, terdiri atas:
a) Subbagian Bina Mental Spiritual; dan
b) Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bagian Hukum, terdiri atas:
a) Kelompok Jabatan Fungsional;
¢. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:
1. Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, terdiri atas;
a) Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas:
a) Kelompok Jabatan Fungsional.
d. Asisten Administrasi Umum, terdiri atas:
1. Bagian Umum, Kearsipan dan Perpustakaan terdiri atas:
a) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
h) Subbagian Kearsipan; dan
c) Subbagian Perpustakaan;
2. Bagian Organisasi, terdiri atas:
a) Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas:
a) Subbagian Protokol;
b) Subbagian Komunikasi Pimpinan; dan
¢) Subbagian Dokumentasi;



4. Bagian Tata Usaha, terdiri atas:
a) Subbagian Keuangan;
b) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
c) Kelompok Jabatan Fungsional.
e. Staf Ahli Bupali; dan
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Sekretariat Daerah
sebagaimana dimaksud pada avat (1) tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragral 3
Tugas

Pasal 4

Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayal (1) mempunyai
tugas membantu Bupali dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian
administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pelayanan
administratif serta melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan, bidang
perpustakaan dan bidang pertanahan serfa tugas pembantuan.

Paragraf 4
Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4
Sckretariat Daerah mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;

h. pengoordinasian pelaksanaan lugas Perangkat Daerah;

¢. pemantauan dan evaluasi pclaksanaan kebijakan Daerah;

d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi

daerah;

e. perumusan kebijakan bidang kearsipan, bidang perpustakaan dan bidang
pertanahan;

f. pelaksanaan kebijakan bidang kearsipan, bidang perpustakaan dan bidang
pertanahan;

g, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kearsipan, bidang perpusiakaan
dan bidang pertanahan;

h. pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kearsipan, bidang perpustakaan
dan bidang pertanahan; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Staf Ahli

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 6
(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.



(2) Stafl ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan
bertangsung jawah kepada Bupali dan secara administratif dikoordinasikan
oleh Sekretanis Dacrah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 7

Staf Ahli Bupati, terdiri atas:

a. Stafl Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Hukum;

b. Staf Ahli Bupati Bidang Perckonomian dan Pembangunan; dan

¢. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Paragraf 3
Tugas

Pasal 8

Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas
memberikan rekomendasi terhadap isu stralegis kepada Bupati sesuai
kcahliannya.

Bagian Ketiga
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 9

(1) Sckrctariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian
dukungan terhadap tugas dan fungsi DFRD.

(2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Sekretaris DPRD yang dalam mclaksanakan tugasnya secara teknis
operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupali
melalui Sekrelaris Daerah.

(3) Sekretaris DPRD schagaimana dimaksud pada ayat (2] diangkat dan
diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan pimpinan DPRD
setelah berkonsultasi dengan pimpinan [raksi.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 10

(1) Susunan organisasi Sekretarial DPRD, terdiri atas:
a. Sekretaris DPRD.
h. Bagian Umum, terdiri alas:
1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.
¢. Bagpgian Perencanaan dan Keuangan, terdin atas:



1. Subbagian Keuangan; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.
d. Bagian Persidangan dan Hubungan Masyarakat, terdin atas:
1. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.
e. Bagian Fasilitasi Legislasi dan Dokumentasi Hukum, terdiri atas:
1. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Sekretariat DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran [I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragral 3
Tugas

Pasal 11

Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mempunyai

tugas meliputi:

a. menyelenggarakan administrasi kesckretariatan dan keuangan;

b. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan

¢. menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 4
Fungsi

Pasal 12

Dalam menyclenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,
Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRID;

b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD,;

c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan

d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian Keempat
Inspektorat Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 13

(1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

(2) Inspektorat Daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Inspektur Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawahb
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



Paragrafl 2
Susunan Organisasi

Pasal 14

(1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah, terdiri atas:
a. Inspektur Daerah;
b. Sekretariat, terdiri atas:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Inspektur Pembantu I terdiri atas:
1. Kelompok Jabatan Fungsional.
d. Inspektur Pembantu IT terdiri atas:
1. Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Inspektur Pembantu TII terdiri atas:
1. Kelompok Jabatan Fungsional.
. Inspektur Pembantu Khusus terdin alas:
1. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Inspektorat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas
Pasal 15

Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1] mempunyai
tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pclaksanaan urusan
pemeriniahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh
Perangkat Dacrah.

Paragraf 4
Fungsi

Pasal 16

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,
Inspektorat Daerah mempunyai fungsi:

perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. peclaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja den keuangan melalui
audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnys;
pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
penyusunan laporan hasil pcngawasan;
pelaksanaan administrasi; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

-0 oo



Bagian Kelima
Dinas Pendidikan dan Kebudavaan

Paragraf 1
Kedudulzan

Pazal 17

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan.

(2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Dinas yvang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 18

(1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri atas:
a. Kepala;
b. Sekretariat, terdiri atas:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
¢. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, terdiri
atas:
1. Seksi Pendidikan Anal Usia Dini;
2. Beksi Pendidikan Masyarakat dan Kesctaraan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
d. Bidang Sekolah Dasar, terdirl atas:
1. Scksi Kesiswaan Sekolah Dasar;
2. Scksi Sarana Prasarans Sekolah Dasar; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional
e. Bidang Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:
1. Seksi Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama;
2. Secksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama; dan
3. Kelompok Jabalan Fungsional.
[. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, terdiri atas:
1. Scksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
2. Scksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah
Pertama; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
g. Bidang Kebudayaan, terdiri atas:
1. Kelompok Jabatan Fungsional.
h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada avat (1) tercantum dalam
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
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Paragraf 3
Tugas

Pasal 19

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan
hidang pendidikan dan bidang kebudayaan serta tugas pembantuan.

Paragraf 4
Fungsi

Pasal 20

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19,
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi:

a.

o on o

(1)

(2)

(1)

perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan;

pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan dan kebudayaan;
pelaksanaan administrasi dinas bidang pendidikan dan kebudayaan; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Keenam
Dinas Kesehatan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 21

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang
Kesehatan.

Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala
Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 22

Susunan organisasi Dinas Keschatan, terdiri atas:
a. Kepala;
b. Sckretariat, terdiri atas:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Bidang Layanan Kesehatan, terdiri atas:
1. Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Bidang Fasilitasi Pendukung Layanan Kesehatan, terdin atas:

1. Kelompok Jabatan Fungsional.
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e. Bidang Pengawasan Fasililasi Pelayanan Kesehatan dan Tempat Usaha,
terdiri atas:
1. Kelompok Jabatan Fungsional.
[ Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kceschatan dan
Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas:
1. Kelompok Jabatan Fungsional.
g. Rumah Sakit Daerah; dan
h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
Ketentuzan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Kesehatan
schagaimana dimaksud pada ayat (1} tercantum dalam Lampiran V yang
mcerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas

Pasal 23

Dinas Kesehatan sebagaimmana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai tugas
membantii Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan
tugas pembantuan.

Paragraf 4
Fungsi

Pasal 24

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23,
Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

a.
b.
o
d.

(1)

(2)

perumusan kebijakan bhidang kesehatan;

pelaksanaan kebijakan bidang keschatan;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang keschatan;
pelaksanaan administrasi dinas bidang kesehatan; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketujuh
Dinas Pekerjaan Umum, Tala Ruang, Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 25

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumshan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, dan Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan bidang pekerjaan umum, tata ruang, perumahan dan
permukiman dan bidang lingkungan hidup.

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan berianggung jawab kepada Bupati meclalui
Sekretaris Daerah.
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Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 26

(1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup, terdiri atas:
a. Kepala;
b. Sekretariat, terdin atas:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Bubbagian Keuangan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Bidang .Jalan dan Jcmbatan;
1. Kelompok Jabatan Fungsional.
d. Bidang Sumber Daya Air;
1. Kelompok Jabatan Fungsional.
e. Bidang Bangunan dan Jasa Konstruksi;
1. Kelompok Jabatan Fungsional.
f. Bidang Penataan Ruang;
1. Kelompok Jabatan Fungsional.
g. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
1. Kclompok Jabatan Fungsional.
h. Bidang Lingkungan Hidup;
1. Kelompok Jabatan Fungsional.
i. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Pekerjaan
Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan
Lingkungan Hidup scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Paragral 3
Tugas

Pasal 27

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan
bidang pekerjaan umum, tata ruang, perumahan dan permukiman dan bidang
lingkungan hidup serta tugas pembantuan.

Paragraf 4
Fungsi

Pasal 28

Dalam menyelengearakan tugas pokek sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:



(1)

(2)

(1)
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perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, bidang
perumahan dan kawasan permukiman, dan bidang lingkungan hidup;
pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, bidang
perumahan dan kawasan permukiman, dan bidang lingkungan hidup;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum, penataan
ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan bidang
lingkungan hidup;

pelaksanaan administrasi dinas bidang pekerjaan umum, penataan ruang,
bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan bidang lingkungan
hidup; dan

pelaksanaan fungsi lain yang dibenkan oleh Bupati.

Bagian Kedclapan
Satuan Pelisi Pamong Praja

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 29

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan  bidang ketenteraman dan keterliban umum  serla
perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 30

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas:
a. Kepala;
b. Sekretariat, terdiri atas:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. BSubbagian Perencanaan dan Keuangan;
¢. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri atas:
1. Beksi Ketertiban Umum dan Kerja Sama; dan
2. Seksi Operasi dan Pengendalian;
d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, terdiri atas:
1. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
2. Scksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaduan;
e. Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat, terdiri

Aalas:
1. Seksi Pengembangan Kapasitas Personil dan Pembinaan Masyarakat;
dan

2. Seksi Perlindungan Masyarakatl;
f. Kelompok Jabatan Mungsional; dan
g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Satuan Polisi Pamong
Praja sebagaimana dimaksud pada ayal (1) tercantum dalam Lampiran VII
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragral 3
Tugas

Pazal 31

Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)
mempunyal tugas terdiri atas:

a. menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

b. menyelengoarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan

c. menvelenggarakan perlindungan masyarakat.

Paragraf 4
Fungsi

Pasal 32

Dalam menyelenggarakan tugas pokok scbagaimana dimaksud dalam Pasal 31,

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat;

b. pelaksanaan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan
perhindungan masyarakat di Dacrah;

c. pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupali;

d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan kelenleraman
dan ketlertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati;

e. pelaksanaan cvaluasi dan pclaporan bidang ketenteraman dan ketertiban
umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan
perlindungan masyarakat;

f. pelaksanaan administrasi dinas bidang ketenteraman dan keterliban umurm,
penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan perlindungan
masyarakatl; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kesembilan
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Paragraf 1
Kedudukan

Pa=sal 33

(1) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan bidang sosial, bidang pengendalian pendudulk dan keluarga
berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
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(2) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupali melalui Sekretaris Daerah.

Paragrafl 2
Susunan Organisasi
Pasal 34
(1) Susunan organisasi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas:

a. Kepala;
b. Sekretanat, terdin atas:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuanpan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
¢. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Korban Bencana,
terdiri atas:
1. Kelompok Jabatan Fungsional.
d. Bidang Rchabilitasi Sosial dan Pendayagunaan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial, terdiri atas:
1. Kelompok Jabatan Fungsional.
e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas:
1. Kelompok .Jabatan Fungsional.
[. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas:
1. Keclompok Jabatan Fungsional.
g. Unit Pelaksana Tcknis Dacrah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Sosial,
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalammn Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupali ini,

Paragraf 3
Tugas

Pa=al 35

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan
bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang
pemberdayaan perempuan dan perlidungan anak seria tugas pembantuan.
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Paragraf 4
Fungsi

Pasal 36

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35,
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

.

(1)
(2)

(1)

perumusan kebijakan bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan
keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlidungan
anal;

pelaksanaan kebijakan bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan
keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlidungan
analk;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sesial, bidang pengendalian
penduduk dan keluarga herencana, bidang pemberdayaan perempuan dan
perlidungan anak;

pelaksanaan administrasi dinas bidang sosial, bidang pengendalian
penduduk dan keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan
perlidungan anak; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kesepuluh
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 37

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana
urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sckretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 38

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri atas:
a. Kepala;
b. SBekretariat, terdiri atas:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Bubbagian Perencanaan dan Keuangan;
c. Bidang Administrasi Desa, terdiri atas:
1. Kelompok Jabatan Fungsional.
d. RBidang Penataan dan Kerja Sama Desa, lerdin atas:
1. Kelompok Jabatan Fungsional.
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e. Bidang Pemberdayaan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, terdiri atas:
1. Kelompok Jabatan Fungsional.
f.  Unit Pelaksana Teknis Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran IX yang merupakan bagian lidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas

Paszal 39

Dinas Pemberdayaan Masvarakat dan Desa scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan
pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas
pembaniiian.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 40

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39,

Dinas Pcmberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

b. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakal dan desa;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan
flesa;

d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kesebelas
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 41

(1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
merupakan unsur pelaksana urusan pemeriniahan bidang koperasi, usaha
kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan.

(2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.
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Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 42

(1) Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Xecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan, terdiri atas:
a. Kepala;
b. Bekretarial, lerdin alas:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
¢c. Bidang Koperasi, terdiri atas:
1. Kelompok Jabatan Fungsional.
d. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri atas:
1. Kelompok Jabatan Fungsional.
e. Bidang Perindustrian, terdiri atas:
1. Kelompok Jabatan Fungsional.
f. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Perdagangan, terdiri atas:
1. Kelompok Jabatan Fungsional.
o. Bidang Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan dan Metrologi Legal,
terdiri atas:
1. Kelompok Jabatan Fungsional.
h. Unit Pelaksana Teknis Dacrah.

(2) Kelentuan lebih lanjul mengenai susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

fl‘uugas
Pasal 43

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1] mempunyal lugas membantu
Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan
menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan serta tlugas
pembantuan.

Paragral 4
Fungsi

Pasal 44

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43,

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

mempunyail fungsi:

a. perumusan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang
perindustrian dan bidang perdagangan;



(1)

(2)

(1)

(2)
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pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang
perindustrian dan bidang perdagangan;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha kecil dan
menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan;

pelaksanaan administrasi dinas di bidang koperasi, usaha kecil dan
menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dagian Kedua Belas
Dinas Paniwisata, Pemuda dan Olahraga

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 45

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olabhraga merupakan unsur pelaksana
urusan pemerintahan bidang pariwisata, hidang kepemudaan dan olahraga.
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin olch Kcpala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 46

Susunan organisasi Dinas Pariwisala, Pemuda dan Olahraga, terdiri atas:
a. Kepals;
b. Sekretariat, terdiri atas:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Kcuangan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
¢. Bidang Pariwisata, terdiri atas:
1. Kelompok Jabatan Fungsional.
d. Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri atas:
1. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bidang Kepemudaan, terdiri atas:
1. Kelompok Jabatan Fungsional.
[. Bidang Olahraga, terdiri atas:
1. Kelompok Jabatan Fungsional.
g. Unit Pelaksana Tcknis Daerah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Pariwisala,
Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayal (1) tercantum
dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati mni.

2
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Paragraf 3
Tugas

Pasal 47

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45
ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan
bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan olahraga serta tugas pembantuan.

Paragraf 4
Fungsi

Paszal 48

Dalam menyelenggarakan lugas pokok, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47,

Dinas Pariwisata, Pcmuda dan Olahraga mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan olahraga;

b. pelaksanaan kebijakan bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan olahraga;

¢. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata, bidang kepemudaan
dan olahraga;

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pariwisata, bidang kepemudaan
dan olahraga; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Belas
Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 49

(1) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan mecrupakan unsur
pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, dan
bidang kelautan dan perikanan.

(2) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
hertanggung jawab kepada Bupat melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 50

(1) Susunan organisasi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan,
terdiri atas:
a. Kepala;
b. Sekretariat, terdin atas:
1. Subbagian Umum dan Kcpegawaian;
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
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c. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, terdiri atas:
1. Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Bidang Penyuluhan, terdiri atas:
1. Kelompok Jabalan Fungsional.

e. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, terdiri atas:
1. Kelompok Jabatan Fungsional.

. Bidang Pcternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas:
1. Kelompok Jabatan Fungsional.

g. Bidang Ketahanan Pangan, terdin alas:
1. Kelompok Jabatan Fungsionai.

h. Bidang Perikanan, terdiri atas:
1. Kelompok Jabatan Fungsional.

i. Unil Pelaksana Teknis Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Pertanian,
Ketahanan Pangan, dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran XIl yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Paragrat 3
Tugas

Pasal 51

Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan
urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, dan bidang kelautan dan
perikanan serta tugas pembantuan.

Paragral 4
Fungsi

Pasal 52

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51,

Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan bidang pertanian, bidang pangan, dan bidang kelautan
dan perikanai;

b. pelaksanaan kebijakan bidang pcrtanian, bidang pangan, dan bidang
kelautan dan perikanan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian, bidang pangan, dan
bidang kelautan dan perikanan;

d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pertanian, bidang pangan, dan
bidang kclautan dan perikanan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
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Bagian Keempat Belas
Dinas Kependudukan dan Pencalatan Sipil

Paragraf 1
Kedudukan

FPasal 53

(1) Dinas Kependudukan dan Pencalalan Sipil merupakan unsur pelaksana
urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil.

(2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Dacrah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 54

(1) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas:

a. Kepala;

b. Seckretariat, terdiri atas:
L. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

¢. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri atas:
1. Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdin atas:
1. Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan
Pemanfaatan Data, terdiri atas:
1. Kelompok .Jabatan Fungsional.

f. Unit Pelaksana Teknis Naerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Paragrafl 3
Tugas

Pasal 55

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 53 ayat (1) mcmpunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan
pemerintahan dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
serta tugas pembantuan.
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Paragraf 4
Fungsi
Pasal 56
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil;
b. pelaksanaan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil;
d. pelaksanaan adminisirasi dinas di bidang administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil; dan
c. pclaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kelima Belas
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Paragraf 1
Kedudukan

Paszal 57

(1) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman
modal dan pelayanan terpadu satu pintu, bidang ketenagakerjaan dan
bidang transmigrasi.

(2) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 58

(1) Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kcrja, terdini atas:
a. Kepala;
b. Sekretarial, terdiri atas:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian,
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
¢. Bidang Penanaman Modal, terdiri atas:
1. Kelompok Jabatan Fungsional.
d. Bidang Perizinan Berusaha dan Nonperizinan, terdiri atas:
1. Kelompok Jabatan Fungsional.
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e. Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, terdiri atas:
1. Seksi Ketenagakerjaan; dan
2. Seksi Transmigrasi;

[. Unil Pelaksana Teknis Daerah.

{2) Ketentuan lebih lanjut mengenal susunan organisasi Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragrat 3
Tugas

Pasal 59

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) mempunyai tugas membantu
Bupati melaksanakan urusan pemerinlahan bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu, bidang kelcnagakerjaan dan bidang transmigrasi,
serta tugas pembantuan.

Paragral 4
Fungsi

Pasal 60

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59,
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
mempunyal fungsi:

a, perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pintu, bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi.;

b. pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu
satu pintu, bidang kctenapakerjaan dan bidang transmigrasi;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu, bidang ketenagakerjaan dan bidang
transmigrasi;

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan peclayanan
terpadu satu pintu, bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Keenam Belas
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 61

(1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur
pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan, bidang komunikasi
dan informatika serta bidang persandian.
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Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yvang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalal Sekretaris Daerah.

Paragral 2
Susunan (Organisasi
Pasal 62

Susunan organisasi Dmas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika,
terdiri atas:
a. Kepala;
b. Sekretariat, terdiri atas:

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

3. Subbagian Keuangan;
¢. Bidang Lalu Lintas, terdiri atas:

1. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas; dan

2. Beksi Pembinaan, Pengawasan dan Operasi.
d. Bidang Angkutan, terdiri atas:

1. Seksi Bina Usaha Angkutan; dan

2. SeksiJaringan Transportasi.
e. Bidang Sarana dan Prasarana, lerdin alas:

1. Seksi Sarana Lalu Lintas; dan

2. Heksi Teknik Prasarana Angkutan.
f. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdirt atas:

1. Kelompok Jabatan Fungsional.
g. Bidang Informatika dan Persandian, terdiri atas:

1. Seksi Persandian; dan

2. Kelompok Jabatan Fungsional.
h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
Ketentuan lebih lanjul mengenai susunan organisasi Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Paragral 3
Tugas

Pasal 63

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika schagaimana dimaksud dalam
Pasal 61 ayat (1) mcmpunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan
pemerintahan bidang perhubungan, bidang komunikasi dan informatika, dan

bidang persandian serta tugas pembantuan.
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Paragraf 4
Fungsi

Pasal 64

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

4.

b.

(1)

(2)

perumusan  kebijakan bidang perhubungan, bidang komunikasi dan
informatika, serta bidang persandian;

pelaksanaan Kkebijakan bidang perhubungan, bidang komunikasi dan
informatika, serta bidang persandian;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan, bidang
komunikasi dan informarika, serta bidang persandian;

pelaksanaan administrasi dinas bidang perhubungan, bidang komunikasi
dan informatika, scrta bidang persandian; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketujuh Belas
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 65
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
merupakan unsur penunjang urusan pemeriniahan dalam perencanaan
pembangunan, bidang penelitian dan pengembangan, scrta penyclenggaraan
urusan pemerintahan bidang statistik.
Badan Perencanaan Pembangunan, Peneliian dan Pengembangan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala badan yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati meclalui
Sckretaris Daerah.

Paragrafl 2
Susunan Organisasi

Pasal 66
Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah, terdiri atas:
a. Kepala;
b. Sekretarial, terdiri atas:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas:
1. Kclompok Jabatan Fungsional.
d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas:
1. Kelompok Jabatan Fungsional.
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e. Bidang Infrastrukiur dan Kewilayahan, terdiri atas:
1. Kelompok Jabatan Fungsional.
f. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, terdiri atas:
1. Kelompok Jabatan Fungsional.
g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdini atas:
1. SBubbidang Statistik; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan Organisasi Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang mcrupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupali ini.

Paragraf 3
Tugas

Pasal 67

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayvat (1) mempunyai tugas membantu
Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang dalam  percncanaan
pembangunan, bidang penelitian dan pengembangan, penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang statistik serla tugas lain yang diberikan Bupati.

Paragraf 4
Fungsi

Pasal 68

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67,

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis dalam perencanaan pembangunan daerah,
bidang penelitian dan pengembangan;

b. pengoordinasian dan pengendalian penyusunan perencanaan pembangunan
daerah, bidang penelitian dan pengembangan;

=

pengnardinasian pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Daerah;

d. pemantavan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tagas perencanaan
pembangunan dacrah, bidang penelitian dan pengembangan;

e. pembinaan teknis dalam perencanaan pembangunan daerah, bidang
penelitian dan pengembangan;

f. penyelenggaraan pengukuran indikator kinerja pencapaian visi dan misi
daerah serta analisa strategi dan arah kebijakan Pemerintah Dacrah;

g. penyelenggaraan urusan pemcerintahan bidang statistik;

h. penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
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Bagian Kedelapan Belas
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Paragral 1
Kedudulkan

Pasal 69
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mcrupakan
unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, serta
pendidikan dan latihan.
Badan Kepepgawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin cleh kepala badan yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupali melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 70

Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia, lerdin atas:
a. Kepala;
b. Sekretariat, terdin atas:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, lerdiri
dalas:
1. Kelompok Jabatan Fungsional.
d. Bidang Mutasi dan Promosi, terdiri atas:
1. Kelompok .Jabatan Fungsional
e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur, terdiri atas:
1. Kelompok Jabatan Fungsional.
f. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, terdini atas:
1. Kelompok Jabatan Fungsional.
g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupali ini.

Paragraf 3
Tugas

Pasal 71

Badan Kcpcgawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam
melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan latihan
scria tugas lain yvang diberikan Bupati.
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Paragraf 4
Fungsi

Pasal 72

Dalam menvyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71,
Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

mempunys&l fungsi:

.

b.

(1)

(2)

(1)

penyelenggaraan perumusan kebijakan ieknis pengelolaan kepegawaian
Daerah, pendidikan dan latihan;

pelaksanaan tupas pengelolaan kepegawaian meliputi perencanaan dan
pengendalian pegawai, manajemen kinerja pegawai, peningkatan kapasilas
dan kompetensi pegawai;

pemantauan, evaluasi dan pelaporan pclaksanaan pengelolaan kepegawaian,
pendidikan dan latihan;

pembinaan teknis bidang kepegawaian,

penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan nleh Bupari.

Bagian Kcscmbilan Belas
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

Paragral 1
Kedudukan

Pasal 73
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan unsur
penunjang urusan pemerintahan dalam pengelolaan keuangan, pendapatan
dan asct Daerah.
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud
pada avat (1) dipimpin oleh Kepala Badan vang berkedudukan di bawah dan
bertangeung jawah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 74

Susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daecrah,
terdiri atas:
a. Kepals;
b. Sekreilariat, terdiri atas:
1. SBubbagian Umum dan Kcpcgawaian;
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
¢. Bidang Anggaran, terdin atas:
1. Subbidang Penyusunan Anggaran Belanja I;
2. Subbidang Penyusunan Anggaran Belanja II; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
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d. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas:
1. Suhbidang Perbendaharaan [;
2. Subbidang Perbendaharaan [I; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas:
1. Subbidang Penatausahaan dan Sisicm Akuntansi; dan
2. Subbidang Analisa Data dan Pelaporan;
f. Bidang Aset Daerah, terdiri alas:
1. Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan;
2. Subbidang Penatausahaan Aset Daerah; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
g. Bidang Pelayanan Pajak Daerah, terdiri atas:
1. Subbidang Pelayanan dan Informasi Pajak Daerah;
2, Subbidang Vcrifikasi dan Penetapan Pajak Daerah; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
h. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah, terdiri
atas:
1. Subbidang Perencanaan Pendapatan Asli Daerah;
2. Subbidang Pembinaan Pendapatan Asli Daerah; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
i. Unit Pelaksana Teknis Dacrah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Badan Pengelola
Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
lercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Paragral 3
Tugas

Pasal 75

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 73 ayal (1) mempunyai tugas membantu DBupati dalam
melaksanakan [ungsi penunjang dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan
aset Daerah serta tugas lain yvang diberikan Bupat.

Paragraf 4
Fungsi

Pa=al 76

Dalam menvelenggarakan tugas pokok secbagaimana dimaksud dalam Pasal 75,

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

a. penyclenggaraan perumusan  kebijakan teknis pengelolaan keuangan.
pendapatan dan aset Daerah;

b. pembinaan dan pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan, pendapatan dan
aset Daecral;

c. penvelenggaraan administrasi dan ketatausahaan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
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Bagian Kedua Puluh
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 77

(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai unsur penunjang urusan
pemerintah dalam pengelolaan pencegahan dan penanganan darurat dan
pasca kebencanaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati.

(2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang
secara ex-officio dijabat olch Sckretaris Dacrah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 78

Susunan organisasi Badan Penangpgulangan Bencana Daerah, terdin atas:
a. Kepals;

b. Unsur Pengarah; dan

c. Unsur Pelaksana.

Pasal 79

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a mempunyai tugas
memimpin Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menjalankan tugas
dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 80

Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b berada di bawah
dan berlanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah sclaku Kctua Unsur Pengarah.

FPasal 81

(1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 hurufl ¢ berada di
bawgh dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;

(2) Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala
Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyvelenggaraan tugas dan
fungsi schari-hari.

(3) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, lerdiri atas:

a. Kepala Pelaksana,

b. Sekretariat Unsur Pelaksana, terdiri atas :
1. Subbagian Keuangan;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
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c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas:

1. Kelompok Jabatan Fungsional.
d. Bidanp Kedaruratan dan Logistik, terdin atas:

1. Kelompok Jabatan Fungsional.
¢. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas:

1. Kelompok Jabatan Fungsional.
[. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 78 tercantum dalam
Lampiran XIX vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas

Pasal 82

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 77 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi

penunjang dalam hal;

a. mcnclapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan
bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat,
rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;

=3

menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelengegaraan
penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
menyusun, menctapkan, dan menginformasikan péeta rawan bencana;
menyusun dan menectapkan prosedur tetap penanganan bencana;
mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

L -

mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

g. melaksanakan kewajiban lain sesual dengan peraturan perundang-
undangan;

h. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala
Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan seliap saat dalam
kondisi darural bencana.

Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha pcnanggulangan

bencana sebagaimana dimaksud pada pasal 82 ayat (1), sesual dengan

kebijakan Bupati dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Paragraf 4
Fungsi
Pasal 83

Dalam menvelengegarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Badan
Penanggulangan Bencana Dacrah mempunyai fungsi:

a.

perumusan dan penctapan kebijakan penanggulangan bencana dan
penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efekiifl dan clisien;
dan
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b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara
terencana, terpadu dan menyeluruh.

Bagian Kedua Puluh Satu
Badan Kesatnan Bangsa dan Politik
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 84

(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Perangkat Daerah sebagai
unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang
kesatuan bangsa dan politik.

(2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan di hawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sckretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 85

(1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas :
a. Kepala;
b. Sckretariat, terdiri atas:
1. Subbagian Program Anggaran dan Kenangan; dan
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
¢. Bidang Idevlogi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekeonomi, Sosial
Budaya dan Agama, terdiri atas:
1. Kelompok Jabatan Fungsional.
d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyaralkatan, terdiri atas:
1. Kelompok Jabatan Fungsional.
e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri atas:
1. Kelompok Jabatan Fungsional.
f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi DBadan Kesatuan
Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Buparti ini.

Paragraf 3
Tugas

Pasal 86

Badan Kcsatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84
ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan pemerintahan Daerah dalam bidang kesaluan bangsa dan politik dalam
negeri di Dacrah scrta tugas lain yang diberikan Bupali.
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Paragraf 4
Fungsi

Pasal B7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:

£l.

b.

(2)

penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa
dan politik di Daerah;

pelaksanaaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan
wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan
demokrasi, pemeliharaan ketahanan ckonomi, sosial dan budaya, pcmbinaan
kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan
lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta
pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di
Daeral;

pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan
wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan
demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan
kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan
lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan
kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila
dan wawasan kebangsaan, penyclengparaan politik dalam negeri dan
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya,
pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan
golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan serta pclaksanaan
kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah;
pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;

pelaksanaan administrasi ketatausahaan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua Puluh Dua
Kecamatan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 88

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis
kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh
Camat.

Camat scbagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
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Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 80

(1) Susunan organisasi Kecamatan, terdiri atas:
a. Camat;
b. Seckretariat terdiri atas:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
Scksi Pemerintahan;
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan;
Seksi Kesejahteraan Sosial;
Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan

@ emo e

Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi  Kecamatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tcrcantum dalam Lampiran XXI yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupal ini.

Paragrafl 3
Tugas

Pasal 90

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) mempunyai tugas
membantu Bupati dalam mengoordinasikan  penyelenggaraan  urusan
pemerintahan dalam wilayah kecamatan serta tugas lain yang diberikan
oleh Bupati.

Paragraf 4
Hungsi

Pasal 91

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90,

Kecamatan mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umurrn;

c. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

d. pengoordinasian upaya penvelenggaraan keicnteraman dan  keterhiban
umum;

¢. pengoordinasian penerapan dan penegalkan Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati;

f. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umuim;

g pengoordinasian penyelenggaraan kegialan pemerintahan yang dilakukan
Perangkat Daerah di tingkal kccamatan;

h. pclaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;

i. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang
tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada di
kecamatan;
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penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait di wilayah kerjanya;
penyelengzaraan administrasi dan ketatausahaan Kecamatan; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB LI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 92

Dalam setiap Perangkat Daerah dapat ditempatkan Kelompok Jabatan
Fungsional berdasarkan bidang keahlian dan/atau keterampilan tertentu
serta bersifat mandiri yang dibutubhkan dalam rangka menunjang tugas
scaual kewenangannya.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Perangkat Daerah sesuai
denguan keahlian dan/atlau kelerampilan tertenta.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang
diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Jumlah tenaga fungsional dan jenis Kelompok Jabatan Fungsional
sebagaimana tercantum pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.

Jenis dan jenjang Kclompok Jabatan Fungsional sebagaimana tercantum
pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 93

Rincian tugas dan fungsi unit kerja pada Perangkat Daerah diatur tersendiri
dengan Peraturan Bupati.

(1)
(2)

(3)

Pasal 94

Pada Dinas dan Badan Dacrah dapat dibentuk UPTD.

UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan
scbagian kegiatan teknis operasional danj/atau kegiatan ieknis penunjang
tertentu Perangkat Daerah mduknya.

Ketentuan mengenai pembentukan, struktur organisasi, tugas dan fungs
serta tata kerja UPTD pada setiap kerja Perangkat Daerah diatur dalam
Peraturan Bupati.

Pasal 95

Pengaturan mengenai kedudukan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebelum
ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih telap berlaku sampai
dengan ditetapkannya Pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
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Pasal 96

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Tasikmalaya Momor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pa=al 97

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinyva, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 24 Desember 2021

BUPATI-TASIKMALAYA,

s
A N .
Oy 2

Diundangkan di Singaparna

pada tangzal 2&# Desember 2021

SE;KRF‘TA 1S DAERAH
Kﬁiﬂﬂf%‘l’ﬂﬁ“ ASIKMALAYA,

V£ ‘v-'

BE\R‘}TA DAERAII KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 119
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LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
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LAMPIRAN XVII : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR ¢ 119 TAHUN 2021
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LAMPIRAN XVIIl : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOE : 119 TAHUN 2021
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PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
119 TAHUN 2021
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISAS], TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAIL

STRUKTUR ORGANISAS]
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LAMPIRAN XX : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR ¢ 119 TAHUN 2021
TENTANG ¢ KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANCKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TASIKMALAYA
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STRUKTUR ORGANISASI
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LAMPIRAN XX1 : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 119 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGEI PERANGEAT DAERAH
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